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Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang atas segala
limpahan rahmat-Nya, maka buku ajar kami, yang berjudul: “Implementasi
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Sebagai Komitmen Indo-
nesia Dalam Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis” ini dapat
kami selesaikan. Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan salam dan
shalawat, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muham-
mad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada kedua Orang Tua kami
(Alm.) atas limpahan kasih sayangnya yang telah tercurahkan kepada kami
selama ini, serta ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua
pihak yang telah membantu dalam terlaksananya penyusunan buku ajar
ini, terkhusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran
Pimpinan di Lingkungan Universitas Airlangga.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkembangan hukum sen-
antiasa dinamis mengikuti perkembangan masyarakat, demikian pula yang
terjadi dalam perkembangan dinamika hukum atas berlakunya Undang-Un-
dang nomor 9 tahun 2017 terkait akses informasi keuangan secara otomatis
(automatic exchange of information) untuk kepentingan perpajakan, yang
dijadikan dasar pemikiran awal dalam rangka penulisan buku ajar ini.

Harapan kami kiranya buku ajar ini dapat bermanfaat bagi pengemban-
gan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Bisnis.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih jauh dari kes-
empurnaan, untuk itu kami sangat terbuka dalam menerima saran dan kritik.

Surabaya, Juli 2019
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Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lang-
sung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pembayar-
an pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan
peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara
dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpa-
jakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi
merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi
dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pem-
bangunan nasional.

Menurut Safri Nurmantu, ada beberapa unsur pokok dalam
perpajakan yakni sebagai berikut:!

a. luran atau pungutan;

Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pa-
jak berasal dari wajib pajak, maka pajak disebut sebagai iuran
sedangkan arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak
tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak sebagai pungutan

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang;

Pemungutan pajak pada hakikatnya merupakan suatu pemberi-
an beban terhadap rakyat. Dalam pemberian bebean ini, maka
diperlukan persetujuan rakyat. Memperoleh persetujuan rakyat
terhadap beban ini digunakan mekanisme lembaga perwakilan
yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu, setiap pemu-
ngutan pajak haruslah berdasarkan persetujuan rakyat melalui
Dewan Perwakilan rakyat, di mana persetujuan ini secara teknis
terjawantahkan lewat Undang - undang.

c. Pajak Dapat Dipaksakan;

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk me-
maksa wajib pajak supaya mematuhi melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Kekuasaan tersebut dapat dilihat dengan adanya

1 Dwikora Harjo. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013. Hal.
4-5,
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ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana
fiskal dalam Undang-Undang Perpajakan, khususnya dalam Un-
dang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Fiskus juga mendapatkan
wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan
memaksa Wajib Pajak dalam bentuk penyitaan harta, baik har-
ta tetap maupun harta bergerak. Bahkan dalam sejarah hukum
pajak di Indonesia dikenal adanya lembaga sandera atau gijze-
ling, yakni Wajib Pajak yang pada dasarnya mampu membayar
pajak, akan tetapi selalu menghindar dengan berbagai dalih un-
tuk tidak membayar pajak, maka fiskus dapat menyandera Wa-
jib Pajak yang bersangkutan dalam memasukkannya ke dalam
kurungan.

d. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontraprestasi Secara Lang-
sung;

Wajib Pajak yang membayar pajak tidak menerima atau mem-
peroleh jasa timbal balik atau kontra prestasi dari Pemerintah
(without receipt of special benefit of equal value; without refe-
rence to special benefit conferred).

e. Untuk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah;

Pajak dipergunakan sebagai sumber pembiayaan bagi pengelu-
aran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintah.

Pajak sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian di
suatu negara dalam upaya menyejahterakan masyarakat, untuk itu
pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

a. Fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair): pajak meru-
pakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah
dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke da-
lam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

b. Fungsi mengatur (regulerend): pajak sebagai alat untuk menga-
tur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang so-
sial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih
tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.



c. Fungsi stabilitas: pajak sebagai penerimaan negara dapat di-
gunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan un-
tuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di
masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang le-
bih efisien dan efektif.

d. Fungsi pemerataan (pajak distribusi): penerimaan negara dari
pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pem-
bangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja
dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU
No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepen-
tingan Perpajakan, telah ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2017.
Akses informasi keuangan yang dimaksud, meliputi akses untuk
menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka
pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan per-
janjian internasional di bidang perpajakan, perbankan syariah, dan
pasar modal maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Ak-
ses ini diperlukan untuk mendukung otoritas perpajakan dalam
penguatan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan pe-
nerimaan pajak dan menjaga keberlanjutan efektivitas kebijakan
pengampunan pajak.

Penetapan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 ini, juga untuk
memenuhi komitmen kita guna mengimplementasikan Pertukaran
Informasi Keuangan secara Otomatis (Automatic Exchange of Fina-
cial Account Information), sebagai tindak lanjut dari ikatan perjan-
jian internasional di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan, untuk
menghindari menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota
G20, melemahnya kepercayaan investor asing, serta jangan sampai
menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ile-
gal, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 ini memberi kewenangan
yang luar biasa kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jen-
deral Pajak (DJP) untuk meminta laporan informasi keuangan,
bukti, maupun keterangan dari lembaga jasa keuangan antara lain
perbankan, pasar modal, perasuransian, atau jasa keuangan lain.
Pelaku pada lembaga jasa keuangan wajib memberikan informasi
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keuangan itu sebab bila tidak memberikan, maka pimpinan atau
pegawai lembaga jasa keuangan terancam pidana kurungan satu
tahun dan denda Rp 1 miliar, sedangkan untuk lembaga jasa keu-
angan juga diancam pidana denda maksimal Rp 1 miliar. Namun di-
sisi lain, belum adanya pengaturan secara tegas sanksi atas penya-
lahgunaan kewenangan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) terkait laporan informasi keuangan yang telah
dibukanya.

Terkait hal di atas, Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses infor-
masi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana di-
maksud dalam pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melakukan
kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lemba-
ga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan
sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi ke-
uangan bedasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Namun di sisi lain terdapat aturan di Pasal 17 H angka (3) Un-
dang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik yang menyatakan bahwa: setiap Badan Publik wajib mem-
buka akses bagi setiap Pemohon informasi publik untuk menda-
patkan informasi publik, kecuali: h. Informasi publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat
mengungkap rahasia pribadi, yaitu: (3) kondisi keuangan, aset,
pendapatan, dan rekening bank seseorang. Berkenaan dengan hal
tersebut, nampak adanya disharmonisasi ketentuan yang ada da-
lam Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 dengan undang-undang
No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang
menjadi yang akan dibahas diantara adalah bagaimana akibat hu-
kum dengan adanya penyalahgunaan laporan informasi keuangan
wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)? dan apakah ter-
jadi benturan norma antara Undang-Undang No. 9 Tahun 2017
dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik?
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Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pada
Pasal 1 angka 2 Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat
yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas
Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pe-
nerimaan Hibah.

A. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang
terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan de-
ngan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang gunanya, adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum yang berhubungan dengan pemerintah.?

Pengertian pajak secara umum berbeda-beda. Dilihat dari
tujuan penggunaan penerimaan pajak bagi negara, pajak meru-
pakan iuran dari rakyat kepada negara untuk penyelenggaraan
kegiatan pembangunan bangsa. Menurut karangan (Wahluyo
dan Wirawan, 2003:4) terdapat definisi-definisi pajak diantara-
nya:

Menurut Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai
berikut: pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan un-
dang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkkan
dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut P. ]. A. Andiani yang telah diterjemahkan oleh R.
Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada kas negara
(vang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang wa-
jib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluar-
an umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggara-
kan pemerintahan.

2 H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2004. Hal. 23.
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Menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib,
berupa uang atau barang, yang dapat dipungut oleh penguasa berda-
sarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-
barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pa-
jak memiliki unsur-unsur dan ciri-ciri yang melekat pada peng-
ertiannya. Adapun unsur-unsur pengertian pajak diantaranya
masyarakat, undang-undang, pemungut pajak dan objek pajak.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur bahwa pa-
jak harus dibuat dalam bentuk undang-undang karena ada sifat
memberikan beban bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam UUD
1945 Pasal 23 (a) mengatur pajak harus diatur dalam bentuk
Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

Pada negara-negara maju, perpajakan sudah menjadi sum-
ber pendapatan negara yang utama sejak lama. Sedangkan di In-
donesia walaupun pajak telah menjadi pendapatan negara, pa-
jak baru menjadi sebagai sumber pendapatan utama pada tahun
1983.Pada tahun tersebut dapat dikatakan Indonesia mengalami
reformasi pajak karena muncul beberapa peraturan undang- un-
dang pajak baru yang mengatur mengenai sistem baru perpa-
jakan Indonesia yaitu, sistem “self assessment”. Menurut penje-
lasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan self as-
sessment adalah anggota masyarakat Wajib Pajak diberi keper-
cayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional
melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar

Institute of Economic Affairs



sendiri pajak yang terhutang. Sedangkan administrasi perpajak-
an, berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian adminis-
trasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan,
penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi.

Sistem self assessment merupakan suatu terobosan bagi
sistem perpajakan Indonesia, tetapi hal ini juga menjadi sumber
masalah baru karena wajib pajak diwajibkan untuk sadar akan
kewajiban membayar pajak sedangkan tidak semua orang pa-
ham tentang cara mengatur pajaknya sendiri. Sedangkan bagi
yang paham, kadang kesadaran membayar pajak menjadi suatu
masalah tersendiri. Banyak wajib pajak yang justru melakukan
berbagai cara agar dapat lolos dari kewajibannya membayar pa-
jak. Salah satu jenis pajak yang paling mudah untuk dipermain-
kan wajib pajak adalah pajak penghasilan karena sulit bagi nega-
ra menghitung pendapatan setiap individu di negaranya terlebih
dengan kondisi penduduk Indonesia yang sangat banyak dan
tersebar ke berbagai daerah. Sulitnya menghitung pendapatan
individu wajib pajak ini diperparah dengan kurangnya data dan
informasi mengenai aset-aset yang dipunyai wajib pajak. Hal ini
menyebabkan sulit untuk memeriksa kebenaran data yang dibe-
rikan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Perlawanan terhadap pajak terjadi di segenap negara dan
sepanjang masa. Dalam usaha perlawanan inilah, terletak faktor
utama dari perlawanan pajak, yang dapat dibedakan kedalam
yang dinamakan perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif
terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungut-
an pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekono-
mi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral
penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang se-
cara langsung ditunjukan terhadap fiscus® dan bertujuan untuk
menghindari pajak, diantaranya dapat dibedakan sebagai beri-
kut:

3 Fiscus adalah Orang atau badan yang mempunyai tugas untuk
memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya
untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk menyeleng-
garakan Pemerintahan. www.ansar70169.blogspot.cold, diakses pada
tanggal 10 Oktober 2017.



a. Penghindaran diri dari pajak yaitu pembayaran pajak de-
ngan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan per-
buatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak.

b. Pengelakan/penyelundupan pajak yaitu usaha melepaskan
diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Perbuatan yang
dilakukan adalah menyembunyikan keadaan yang sebenar-
nya dengan memberikan data-data yang tidak benar.

c. Melalaikan pajak yaitu menolak membayar pajak yang telah
ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas
yang harus dipenuhi padanya.*

Dalam pengelakan/penyelundupan pajak, perusahaan be-
sar justru akan mengalami kerugian apabila ada itikad menge-
lakkan pajak. Sulitnya pengelolaan dan pembinaan perusaha-
annya mengharuskannya untuk mengadakan suatu tahun buku
yang persis, yang pemalsuannya akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar dan pada keuntungan dari penggelapan pa-
jak.> Subjek pajak yang paling sering melakukan pengelakan/
penyelundupan pajak adalah individu khususnya yang berpro-
fesi bebas. Salah satu cara yang paling sering digunakan wajib
pajak individu adalah melarikan uang tabungannya ke negara
lain. Praktik melarikan dana ke luar negeri bukanlah hal baru
di dunia perpajakan internasional sehingga banyak negara yang
berusaha mencegah hal tersebut.

B. Kepatuhan Pajak
1. Kepatuhan Membayar Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan ber-
arti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan
menurut Gibran (2015) dalam Sutari (2013) sebagaimana
yang dikutip oleh Septi Mory (2015), kepatuhan adalah mo-
tivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang
Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan

4 Santoso Brotodihardjo. Pengantar jinni hokum pajak, Refika Aditama, Bandung,
2008, Hal. 13.

5 Ibid, Hal. 18.
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seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap per-
aturan atau Undang-undang Perpajakan. Konsep kepatuhan
membayar pajak (willingness to pay tax) diartikan suatu
nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang dite-
tapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pe-
ngeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Hari;2009).
Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa fak-
tor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu ne-
gara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpa-
jakan, dan tarif pajak. (Devano dan Rahayu 2006).

. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk
memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau
bersikap terhadap realitas. Septi Mory (2015) menjelaskan
bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau meng-
erti. Sutari (2013) dalam memberikan informasi, sosialisa-
si dan pembayaran pajak di Kota Salatiga guna tercapainya
tujuan perpajakan. Semakin banyaknya wajib pajak yang
berada di wilayah KPP Pratama Salatiga pihak wajib pajak
berhak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari KPP.
Di KPP Pratama Salatiga Jl. Diponegoro No. 163 Salatiga, di
mana pihak KPP memberikan informasi bahwa masih meng-
alami beberapa masalah yang berkaitan dengan kepatuhan
wajib pajak Widayati dan Nurlis (2014) menguraikan bebe-
rapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong
wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran
bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menun-
jang pembangunan negar a.Dengan menyadari hal ini, wajib
pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan
dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban
pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul
persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan
perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik
formal maupun non formal akan berdampak positif terha-
dap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karak-
teristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya,
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sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wa-
jib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka
dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan
secara intensif dan berkelanjutan akan dapat meningkatkan
pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pa-
jak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam meng-
himpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah-
an dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006). Meskipun
sistem pemungutan pajak self assessment system sudah
dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai
dengan yang diharapkan atau bahkan disalah gunakan. Hal
ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan se-
ngaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah
atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak
enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendah-
nya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat
dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. (Sadhani, 2004
dalam Tarjo dan Indra Kusumawati, 2005).

. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap
dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib
pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upa-
ya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan
perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun
non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wa-
jib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan
perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pa-
jak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong
royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhi-
tungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang teru-
tang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak
tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem
ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib
pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan
pemerintah tahu menggunakan semua ini sesuai kebutuhan
guna untuk membangun negara. Pemahaman wajib pajak
terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak da-
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lam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib
pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara
jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.
Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peratur-
an perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak ter-
hadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban
perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar
paham, mereka akan tau sanksi adminstrasi dan sanksi pi-
dana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

C. Fungsi Pajak Bagi Negara

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pajak merupakan sa-
lah satu sumber pemasukan negara yang paling besar dan vital.
Pendapatan negara dari pajak akan dipakai untuk membiayai
seluruh pengeluaran pemerintah, termasuk untuk membiayai
pembangunan sarana dan prasarana. Berikut adalah beberapa
fungsi pajak bagi negara:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling
besar yang dikumpulkan dari para wajib pajak. Pendapatan
dari pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk mem-
biayai semua pengeluaran pemerintah dan juga membiayai
pembangunan nasional.

Dengan begitu maka fungsi pajak adalah sebagai sum-
ber pendapatan negara dengan tujuan untuk menyeimbang-
kan antara pemasukan negara dengan pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk meng-
atur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang eko-
nomi dan social. Misalnya, menaikkan harga bea masuk dari
luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri.

Beberapa fungsi regulasi tersebut yaitu:

e Pajak dapat dipakai sebagai instrumen penghambat laju
inflasi
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¢ Pajak digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan
aktivitas ekspor, misalnya pajak ekspor barang.

e Perlindungan terhadap produksi dalam negeri dengan
menaikan bea masuk bagi produk luar.

e Pengaturan pajak untuk menarik investasi modal guna
meningkatkan produktifitas perekonomian.

3. Fungsi Pemerataan (Redistribusi)

Pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menye-
imbangkan pembagian antara pendapatan dengan kesejah-
teraan dan kebahagiaan masyarakat. Dalam hal ini, pajak
digunakan untuk pembangunan infrastruktur secara me-
rata sehingga tercipta berbagai lapangan kerja baru secara
nasional.

Pembangunan yang merata akan membantu perputar-
an ekonomi yang semakin baik dan meningkatkan penda-
patan masyarakat secara merata di berbagai daerah.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas pere-
konomian di suatu negara. Seperti yang disebutkan sebe-
lumnya, pajak dapat digunakan untuk mengendalikan laju
inflasi yaitu dengan mengurangi jumlah uang yang beredar
di masyarakat dengan cara memungut dan menggunakan
pajak secara efektif dan efisien.

Lalu apa manfaat membayar pajak? Adapun manfaat
yang didapatkan oleh masyarakat dari empat fungsi pajak
tersebut adalah:

e Pengadaan subsidi pangan
e Pengadaan subsidi transportasi umum

e Pengadaan dan perbaikan fasilitas umum (jalan, jemba-
tan, trotoar, sekolah, dan lainnya)

e Pengadaan subsidi kesehatan
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e Pengadaan subsidi pendidikan
e Dan lain-lain
D. Jenis-Jenis Pajak di Indonesia

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sistem Pemungutan

Pajak berdasarkan sistem pemungutan dapat dibedakan
menjadi dua jenis, yaitu:

Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax), yaitu pajak yang di-
berlakukan kepada wajib pajak ketika melakukan tindakan
tertentu atau peristiwa khusus. Dengan kata lain, jenis pajak
ini tidak dipungut secara berkala tapi hanya pada saat wajib
pajak melakukan hal tertentu saja. Misalnya pajak barang me-
wabh, diberlakukan ketika wajib pajak menjual barang mewah.

Pajak Langsung (Direct Tax), yaitu pajak yang diberlaku-
kan secara berkala kepada wajib pajak sesuai dengan surat
ketetapan pajak dari kantor pajak. Pada surat ketetapan ter-
sebut dijelaskan mengenai jumlah pajak yang harus dibayar-
kan oleh wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan, pajak bumi
dan bangunan (PBB).

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Pajak berdasarkan instansi pemungutnya dapat dibeda-
kan menjadi dua jenis, yaitu:

Pajak Daerah (Lokal), yaitu pajak yang dipungut oleh pe-
merintah daerah dimana wajib pajak terbatas pada masya-
rakat di daerah tersebut, baik itu yang dipungut oleh Pemda
Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Misalnya, pajak hiburan,
pajak restauran, pajak hotel, dan lain-lain.

Pajak Negara (Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pe-
merintah pusat melalui instansi tertentu, seperti Dirjen Pajak,
Dirjen Bea dan Cukai, dan lain-lain. Misalnya, pajak penghasil-
an, bea materai, cukai, bea masuk, pajak bumi dan bangunan,
dan lain-lain.
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3. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua
jenis, yaitu:

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya ber-
dasarkan kondisi wajib pajaknya. Dengan kata lain, besaran
jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung kemampuan
wajib pajak. Misalnya pajak kekayaan, pajak penghasilan.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berda-
sarkan kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib
pajak. Misalnya pajak impor, pajak pertambahan nilai, pajak
kendaraan bermotor, bea materai, dan lain-lain.

E. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang di-
berikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan
atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseo-
rang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus di-
lakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi di-
perlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar.
Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan
dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar
norma perpajakan (Sri Rizku, dkk 2015). Menganggap remeh
dengan denda yang kecil (Sri rizki, 2015).




Menurut Mardiasmo (2011:47), sanksi perpajakan me-
rupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/
dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat
pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma
perpajakan. Menurut Resmi (2014:71), sanksi perpajakan ter-
jadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perun-
dang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan
yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang dibe-
rikan juga akan semakin berat. Penelitian Putra et al., (2014)
menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu
alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar wa-
jib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sank-
si pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya
kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat me-
ningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Penelitian Yad-
nyana (2009) juga menemukan bahwa sanksi pajak memiliki
pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang
tinggi akan semakin memberatkan wajib pajak karena harus
membayar pajaknya lebih banyak dari biasanya. Wajib pajak
akan menjadi rutin menyetor dan melaporkan pajaknya agar
terhindar dari sanksi yang akan menambah pengeluaran wajib
pajak.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila me-
mandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya
Septi Mory, 2015). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka
akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi
perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepa-
tuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
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Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pada
Pasal 1 angka 2 Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat
yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas
Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pe-
nerimaan Hibah.

Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang
terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan pera-
turan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat di-
tunjuk, dan yang gunanya, adalah membiayai pengeluaran-penge-
luaran umum yang berhubungan dengan pemerintah.® Indonesia
sebagai negara hukum telah mengatur bahwa pajak harus dibuat
dalam bentuk undang-undang karena ada sifat memberikan be-
ban bagi masyarakat, oleh karena itu dalam UUD 1945 Pasal 23 (a)
mengatur pajak harus diatur dalam bentuk Undang-Undang de-
ngan persetujuan DPR.

A. Self Assesment System

Pada negara-negara maju perpajakan sudah menjadi sum-
ber pendapatan negara yang utama sejak lama, sedangkan di
Indonesia walaupun pajak telah menjadi pendapatan negara,
pajak baru menjadi sebagai sumber pendapatan utama pada
tahun 1983. Pada tahun tersebut dapat dikatakan Indonesia
mengalami reformasi pajak karena muncul beberapa peratur-
an undang-undang pajak baru yang mengatur mengenai sistem
baru perpajakan Indonesia yaitu, sistem “self assessment”. Me-
nurut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud de-
ngan self assessment adalah anggota masyarakat Wajib Pajak di-
beri kepercayaan untuk dapat rnelaksanakan kegotongroyong-
an nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan
membayar sendiri pajak yang terhutang. Sedangkan administra-
si perpajakan, berperan aktif dalam melaksanakan pengenda-
lian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas
pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi ad-
ministrasi.

6 H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2004, h.23
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Sistem Self Assessment adalah suatu sistem yang memberi-
kan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk
menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah
pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan se-
cara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar seba-
gaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran
pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan ang-
suran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir
tahun pajak. Hakikat Self Assessment System adalah penetap-
an sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada
sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan
tanggung jawab yang lebih besar untunk melaksanakan kewa-
jibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta
melaporkan. Adapun ciri Self Assesment System, yaitu :

1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melaku-
kan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajak-
annya.

2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh
atas kewajiban perpajakannya sendiri.

3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan
pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksa-
naan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pe-
meriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam
bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.



Self assessment system menuntut adanya peran serta aktif
dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak meru-
pakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Dia-
nutnya self assessment system membawa misi dan konsekuensi
perubahan sikap dan kesadaran warga masyarakat untuk mem-
bayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan
memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan
tulang punggung self assessment system.

Ada tiga fungsi administrasi pajak dalam self assessment sy-
stem yaitu: (1) pendidikan (penyuluhan); (2) pelayanan (custo-
mer service); dan (3) pengawasan atau penegakan hukum (law
enforcement).

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pa-
jak adalah memberikan pelayanan (customer service) yang baik
kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pela-
yanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wa-
jib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan
dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan
aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib
Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pela-
yanan publik. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggul-
an untuk memenubhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai
berdasarkan presepsi konsumen yang membandingkan harapan
untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas la-
yanan yang diterima.

Kepatuhan yang diharapkan dengan self assessment sys-
tem adalah kepatuhan sukarela (valuntary compliance) bukan
kepatuhan yang dipaksakan (compulsary compliance). Untuk
meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak, diperlukan
keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan perpaturan per-
pajakan, kesederhanaan peraturan dan prosedur perpajakan
serta yang paling utama yaitu pelayanan yang baik dan cepat ke-
pada Wajib Pajak.

Sistem self assessment merupakan suatu terobosan bagi
sistem perpajakan Indonesia, tetapi hal ini juga menjadi sumber
masalah baru karena wajib pajak diwajibkan untuk sadar akan
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kewajiban membayar pajak sedangkan tidak semua orang pa-
ham tentang cara mengatur pajaknya sendiri. Sedangkan bagi
yang paham, kadang kesadaran membayar pajak menjadi suatu
masalah tersendiri. Banyak wajib pajak yang justru melakukan
berbagai cara agar dapat lolos dari kewajibannya membayar pa-
jak. Salah satu jenis pajak yang paling mudah untuk dipermain-
kan wajib pajak adalah pajak penghasilan karena sulit bagi nega-
ra menghitung pendapatan setiap individu di negaranya terlebih
dengan kondisi penduduk Indonesia yang sangat banyak dan
tersebar ke berbagai daerah. Sulitnya menghitung pendapatan
individu wajib pajak ini diperparah dengan kurangnya data dan
informasi mengenai aset-aset yang dipunyai wajib pajak. Hal ini
menyebabkan sulit untuk memeriksa kebenaran data yang dibe-
rikan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Perlawanan terhadap pajak terjadi disegenap negara dan
sepanjang masa. Dalam usaha perlawanan inilah, terletak faktor
utama dari perlawanan pajak, yang dapat dibedakan kedalam
yang dinamakan perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif
terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungut-
an pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi
suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral pen-
duduk, dan dengan Teknik pemungutan pajak itu sendiri. Per-
lawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang seca-
ra langsung ditunjukkan terhadap fiscus’” dan bertujuan untuk
menghindari pajak, diantaranya dapat dibedakan sebagai beri-
kut:

a. Penghindaran diri dari pajak yaitu pembayaran pajak de-
ngan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan per-
buatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak.

b. Pengelakan/penyelundupan pajak yaitu usaha melepaskan
diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Perbuatan yang
dilakukan adalah menyembunyikan keadaan yang sebenar-
nya dengan memberikan data-data yang tidak benar.

7 Fiscus adalah Orang atau badan yang meinpunyai tugas untuk memungut pajak
atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan
pembangunan nasional, dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan. www.ansar70169.
blogspot.cold.diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.
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c. Melalaikan pajak yaitu menolak membayar pajak yang telah
ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas
yang harus dipenuhi padanya.?

Dalam pengelakan/penyelundupan pajak, perusahaan be-
sar justru akan mengalami kerugian apabila ada itikad menge-
lakkan pajak. Sulitnya pengelolaan dan pembinaan perusaha-
annya mengharuskannya untuk mengadakan suatu tahun buku
yang persis, yang pemalsuannya akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar dan pada keuntungan dari penggelapan pa-
jak.” Subjek pajak yang paling sering melakukan pengelakan/
penyelundupan pajak adalah individu khususnya yang berpro-
fesi bebas. Salah satu cara yang paling sering digunakan wajib
pajak individu adalah melarikan uang tabungannya ke negara
lain. Praktik melarikan dana ke luar negeri bukanlah hal baru
di dunia perpajakan internasional sehingga banyak negara yang
berusaha mencegah hal tersebut.

B. Automatic Exchange Of Information (AEOI)

Automatic Exchange of Information merupakan sebuah ren-
cana dari negara G20 dan dinisiasi oleh Organisation for Eco-
nomic Cooperation and Development (OECD) mengenai sistem
yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib
pajak antar negara. Automatic Exchange of Information (AEol)
dipahami sebagai suatu kerjasama Internasional dibidang per-
tukaran informasi untuk tujuan perpajakan, terutama untuk
mencegah aktifitas penghindaran dan pengelakan pajak yang
menjadi penyebab utama tergerusnya basis pemajakan di yuris-
diksi dengan tarif rendah.

AEol mengemuka pada tahun 2010, ketika pemerintah
Amerika mengeluarkan Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) yang mana mewajibkan lembaga keuangan yang bera-
da di luar Amerika Serikat untuk melakukan pelaporan kepada
pemerintah Amerika Serikat mengenai akun keuangan yang di-
miliki oleh penduduk Amerika Serikat (Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor 25/ KLI/2016).

8 Santoso Brotodihardjo. Pengantar jinni hokum pajak, Refika Aditama, Bandung,
2008. Hal. 13.

9 Ibid, Hal. 18.
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KPMG International

Latar Belakang kebijakan AEol adalah rendahnya tingkat
kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak yang melakukan
transaksi lintas negara (low off shore compliance). Di samping
itu, keterbatasan kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi
kepatuhan wajib pajak dan kurang efektifnya pengawasan terha-
dap kepatuhan WP Multinational Entreprises dan High Wealth
Individual Tax Payer. Pada tahun 2014 negara-negara anggota
G20 dan Organisation of Economic Co-Operation and Develop-
ment (OECD) menyetujui untuk memformulasikan kebijakan
yang menyerupai FATCA melalui Common Reporting Standard
(CRS) untuk menjadi dasar dalam pertukaran informasi global.
Sebanyak kurang lebih 94 yurisdiksi telah membuat komitmen
untuk melaksanakan AEol ini. 55 diantataranya akan melaku-
kan pada 2017 termasuk yurisdiksi yang selama ini dikenal se-
bagai tax haven seperti Bermuda, British Virgin Island, Cayman
[sland, dan lain sebagainya. Indonesia akan berpartisipasi tahun
2018, Organization of Exchange CO-Operation and Development
(2012, hal. 5)

)
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Dengan adanya sistem ini, wajib pajak yang telah membuka
rekening di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh
otoritas pajak negara asalnya. AEol adalah standar global baru
yang nantinya akan berguna untuk mengurangi peluang pe-
ngemplang pajak untuk menghindari pembayaran pajak.'® Au-
tomatic Exchange of Information sendiri memiliki tujuan, yaitu:

1. Mencegah praktik penggelapan pajak maupun penghindar-
an pajak yang dilakukan wajib pajak, yang menyembunyi-
kan penghasilan atau aset keuangannya di luar negeri.

2. Meningkatkan international tax compliance.

3. Untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang untuk
wajib pajak noncompliant.

4. Memperkuat upaya international untuk meningkatkan
transparansi, kerja sama dan akuntabilitas di antara lemba-
ga keuangan dan administrasi pajak.

Sistem kerja Automatic Exchange of Information yaitu per-
tukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebu-
ah negara. Pertukaran data keuangan tersebut tidak dilakukan
secara sernbarangan, Melainkan dilakukan antar otoritas pajak
yang berwenang di setiap Negara. Singkatnya, setiap negara yang
telah bergabung dengan sistem AEol akan mengirimkan dan me-
nerima informasi awal (pre-agreed information), setiap tahun-
nya tanpa harus mengajukan permintaan khusus. Ada 3 (Tiga)
syarat yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti pertukaran data
dan informasi tersebut, yaitu:!*

1. Pemerintah harus menerbitkan aturan untuk memfasili-
tasi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dalam memperoleh
data dari mana pun termasuk di sektor keuangan. Saat ini
perbankan konvensional dan syariah, pasar modal serta
asuransi menerapkan prinsip kerahasiaan data, dengan de-
mikian Direktorat Jenderal Pajak harus menempuh proses
panjang untuk mendapatkan data tersebut, jadi diperlukan

10 Rizki Abadi, Mengenal AEol Program yang membuat Pengemplang Pajak Tidak;
Bisa Kabur. www, cermati.com, diakses pada tanggal 11 September 2017

11 Kantor Staf Presiden, Menyongsong Automatic Exchange of Information (AEOI),
ksp.co.id, diakses pada tanggal 11 September 2017
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terhadap Undang-undang perbankan, perbankan syariah,
pasar modal serta ketentuan umum tata cara perpajakan
(KUP).

Kesesuaian sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak de-
ngan format dan konten negara lain. Hal ini penting untuk
rnempertanggungjawabkan pelaporan pajak.

Kesesuaian teknologi informasi basis data yang kuat dan
sesuai standar, untuk menjaga kerahasiaan dan manaje-
men informasi.
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BAB 4

Penerapan Prinsip Rahasia Bank
Setelah Berlakunya YUndang-Undang Ne-9
Wum 90717 Tentang Akses Qngonma&




A. Rahasia Bank

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal
yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya
maupun untuk kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabi-
la nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia
menyimpan simpanananya tentu ia tidak akan mau menjadi na-
sabanya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang
berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam ben-
tuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan
rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab
sesuai peratuan perundang-undangan yang berlaku untuk me-
lindungi nasabahnya.

Pemeriksaanpajak.com

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan ha-
rus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informa-
si yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi be-
rat. Meskipun demikian ketentuan ini tidaklah kaku serta ketat
tanpa pengecualian. Ketentuan ini dapat dikesampingkan saat
kepentingan umum (masyarakat) tampak bakal dirugikan oleh
oknum tertentu. Disinilah terlihat bahwa kepentingan masyara-
kat harus dilindungi yaitu perbankan bukanlah lembaga yang di-
jadikan tempat untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat
kerja sama mereka yang melanggar hukum dalam menjalankan
kegiatan mengambil dana dari masyarakat melalui hal yang ti-

—dakwajar.
12 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta:
Prenada Media, 2005, Hal. 110.
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Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia
bank ini, yaitu:

1. Teori Mutlak

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk
menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai
nasbahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya
dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau da-
lam keadaan luar biasa.’®

Teori ini berpandangan bahwa rahasia bank bersifat
mutlak. Rahasia bank tidak dapat diterobos oleh hukum
maupun undangundang sekalipun. Semua keterangan me-
ngenai nasabah dan keuangannya yang tercatat dalam bank
wajib dirahasiakan tanpa pengecualiaan dan pembatasan.
Apabila terjadi pelanggaran terrhadap kerahasiaan terse-
but, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas
segala akibat yang ditimbulkanya. Teori ini terlalu individu-
alis yang mementingkan hak individu dimana kepentingan
negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh ke-
pentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat
banyak.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini rahasia bank tetap diikuti tetapi da-
lam hal-hal khusus yakni dalam hal termasuk luar biasa
prinsip rahasia bank tersebut dapat diterobos. Misalnya
untuk kepentingan negara atau kepentingan umum.'* Teori
ini banyak dianut oleh bank-bank dibanyak negara di dunia
termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan
rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu
suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta kete-
rangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang
bersangkutan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan.

13 Muhammad Djumhana, Rahasia Bank Ketentuan Dan Penerapan-
nya di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 116
14 Ibid., 116
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B. Penerapan Prinsip Rahasia Bank dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan
Dan Kepentingan Perpajakan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017
tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses
Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, masyara-
kat menjadi resah terlebih dunia perbankan yang terbiasa de-
ngan adanya prinsip rahasia bank, yang kemudian dipaksa untuk
membuka rahasia nasabahnya. Timbulnya keresahan tersebut
adalah adanya ancaman sanksi baik pidana maupun denda bagi
bank yang berusaha melindungi data nasabahnya.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan, mempunyai kegiatan
baik funding maupun financing atau menghimpun dan menya-
lurkan dana. Jadi sebagai lembaga intermediasi bank berperan
menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak
yang membutuhkan dana. Salah satu faktor untuk dapat meme-
lihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terha-
dap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya
adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.'®

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Rahasia Bank
adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasa-
bah penyimpan dan simpanannya. Pengertian segala sesuatu
yang berhubungan adalah pengertian yang sangat luas karena
tidak terdapat batas pengertian mengenai hubungan yang di-
maksud dalam ketentuan itu.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka
28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
dan pasal-pasal lainnya, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia
bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan me-
ngenai nasabah penyimpan dan simpanannya;

15 Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likui-
dasi dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hal. 1.
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2. Hal tersebut wajib dirahasikan oleh bank, kecuali termasuk
ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak
bank sendiri dan/atau pihak yang terafiliasi.’®

Dalam dunia perbankan saat ini berkembang dua Teori ten-
tang rahasia bank yaitu:'’

1) Teori rahasia bank bersifat mutlak(Absolutely Theory), yaitu
bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang
diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keada-
an apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa;

2) Teori yang kedua adalah rahasia bank bersifat nisbi (Relative
Theory), yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia
nasabahnya jika untuk suatu kepentingan yang mendesak,
misalnya, demi kepentingan negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menggunakan teori rahasia bank yang bersifat nisbi, hal ini terli-
hat dalam pasal 40 ayat (1) yang menentukan bahwa bank wajib
merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal
41, 41a, 42, 43; 44 dan 44a, dalam hal ini bank rela melepaskan
kewajibannya untuk menyimpan rahasia demi kepentingan ma-
syarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Ta-
hun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan nasa-
bah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Selanjutnya,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mem-
bedakan jenis nasabah bank yaitu nasabah penyimpan dan na-
sabah debitur.

16 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indone-
sia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006. Hal. 6.

17 Kasmir, Loc. Cit.
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Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Ta-
hun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Nasa-
bah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya
di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank
dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan Nasabah Debi-
tur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pem-
biayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
bersangkutan. Berdasarkan pengertian nasabah tersebut, maka
data nasabah bank ada dua yaitu:

1. Berupa simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh ma-
syarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan
dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabung-
an dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian
bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian data nasabah bank yang wajib dira-
hasiakan bank, ternyata dapat disamakan dengan Laporan Keu-
angan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi
Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, yang menentukan
bahwa Laporan yang berisi informasi Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

1. identitas pemegang rekening keuangan;
2. nomor rekening keuangan;

3. identitas lepribaga jasa keuangan;

4. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
5

. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.
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Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi
Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan tersebut, dapat dika-
takan bahwa laporan yang berisi informasi keuangan itu pada
dasarnya sama dengan data nasabah yang wajib dilindungi oleh
bank.

Teori rahasia bank bersifat mutlak (Absolutely Theory) pada
saat ini sudah tidak diterapkan lagi, dikarenakan sering diman-
faatkan untuk berbagai kejahatan salah satunya di bidang per-
pajakan. Hampir semua negara di dunia menggunakan rahasia
bank bersifat nisbi (Relative Theory), karena negara mempunyai
kepentingan atas informasi mengenai laporan keuangan wajib
pajaknya. Dengan laporan keuangan wajib pajak tersebut, peme-
rintah dapat mencegah kejahatan di bidang perpajakan terlebih
pada saat ini, pajak adalah sumber pendapatan yang sangat pen-
ting bagi suatu negara.

Ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Ta-
hun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur mengenai pe-
ngecualian rahasia bank adalah sejalan dengan ketentuan Pasal
35 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang me-
nentukan bahwa:

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau
bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak,
kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan
pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tin-
dak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis
dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib
memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

?35

o



(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan
pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pida-
na di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut
ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan
ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

Jadi, pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan un-
tuk kepentingan perpajakan apabila terhadap wajib pajak yang
bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan pajak, penagih-
an pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,
dan izin pembukaan rahasia bank berdasarkan kasus per ka-
sus, tidak secara menyeluruh.

Selanjutnya, dalam Pasal 34 angka (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan
Tata Cara Perpajakan, ditentukan:

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Pasal 34 angka (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Un-
dang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan tersebut, maka setiap pejabat, baik
petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang
perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jende-
ral Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan per-
aturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membocor-
kan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan informasi
keuangan kepada pihak yang tidak berwenang. Setiap pejabat,
baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bi-
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dang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak meme-
nuhi kewajiban merahasiakan dipidana sesuai dengan keten-
tuan dalam Pasal 41 (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, yang menentukan bahwa Pejabat yang
karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan
hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling
banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Namun, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan ti-
dak diatur mengenai sanksi apabila petugas pajak membocor-
kan rahasia informasi keuangan. Sedangkan dalam peraturan
pelaksanaannya, yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor
70/PMK.03/2017 tentang Petugas Teknis Mengenai Akses In-
formasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, ditentukan
dalam Pasal 30 sebagai berikut:

(1) Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 17 dan infor-
masi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 15 dan Pasal 25 digunakan sebagai basis
data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

(2) Setiap informasi keuangan dan/atau informasi dan/atau
bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan informasi yang wajib dijaga kerahasia-
annya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Perjanjian Internasional.

(3) Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang me-
lakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu da-
lam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang-
an perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarluaskan,
dan/atau memberitahukan informasi keuangan dan/atau
informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana di-
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(4)

(5)

maksud pada ayat (1) kepada pihak yang tidak berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang me-
lakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu da-
lam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang-
an perpajakan yang tidak memenuhi kewajiban meraha-
siakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah bebe-
rapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang.
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A. Tanggung Jawab Petugas Pajak

Dalam melakukan kewenangannya, petugas pajak yang ber-

tugas mengelola pajak telah banyak mengetahui rahasia perpa-
jakan wajib pajak, baik karena wajib pajak sendiri yang mem-
beritahukan atau melaporkan secara langsung maupun rahasia

perpajakan yang tidak diberita-
hukan secara langsung oleh wa-
jib pajak. Kerahasiaan wajib pa-
jak maupun penanggung jawab
tetap terjamin untuk tidak dibo-
corkan atau tidak diketahui oleh
pihak ketiga. Oleh karena itu,
hukum memberi perlindung-
an hukum dengan menyiapkan
perangkat hukum untuk itu. Pe-
rangkat hukum yang dimaksud
telah ditentukan sebagai beri-

kut:18 titiknol.co.id

1.

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada-
nya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan-
nya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;

larangan tersebut di atas, berlaku pula terhadap tenaga ahli
yang ditunjuk oleh pejabat pajak untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan;

dikecualikan dari larangan tersebut di atas adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau
saksi ahli dalam sidang pengadilan, dan

b. pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan ke-
pada pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

18 Muhamad Djafar, Pembaruan Hukum Pajak, Raja Grafindo Persa-

da, Jakarta, 2007, hal. 139
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Untuk kepentingan negara, Menteri keuangan berwenang
memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga-tenaga ahli
yang bersangkutan agar memberikan keterangan, memper-
lihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada
pihak yang ditunjuknya;

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam per-
kara pidana atau perkara perdata atas permintaan hakim
sesuai dengan hukum cara pidana dan perdata, Menteri Ke-
uangan dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada
pejabat bank dan tenaga ahli yang bersangkutan, bukti ter-
tulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;

Permintaan hakim tersebut di atas, wajib menyebut nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang
diminta serta kaitan perkara pidana atau perdata yang ber-
sangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

Selain alasan-alasan di atas, petugas pajak tidak dapat mem-

buka data wajib pajak karena hal tersebut termasuk perbuatan
yang dapat merugikan wajib pajak. Perbuatan petugas pajak
yang berusaha membocorkan data wajib pajak dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (UU KUP) pada Pasal 41 ditentukan bahwa:

(1)

(2)

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajib-
an merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua pu-
luh lima juta rupiah).

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban-
nya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah)
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(3) Penutupan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar.

. Penyalahgunaan Data Nasabah Bank yang Menyebabkan
Kerugian Nasabah Bank

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019,
Dirjen Pajak mempunyai wewenang dalam hal mengelola data
nasabah yang diserahkan atau disetorkan Lembaga jasa keuang-
an, khususnya Lembaga perbankan, artinya kewenangan Dirjen
Pajak juga berhubungan dengan data nasabah yang disetorkan
oleh pihak perbankan.

Jika kita membandingkan sanksi yang diberikan undang-
undang bagi pihak perbankan dan petugas pajak yang membo-
corkan data nasabah kepada pihak ketiga atau yang tidak ber-
kepentingan, maka saksi yang diterima petugas pajak sangatlah
ringan dibanding pihak perbankan. Hal ini tentu menimbulkan
masalah hukum baru karena dengan kewenangan petugas pajak
yang baru, sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban
menjaga rahasia nasabah tidak berubah.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019 tidak diatur
mengenai sanksi apabila petugas pajak membocorkan rahasia
informasi keuangan, dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Per-
aturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Pe-
tugas Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepen-
tingan Perpajakan juga tidak mengatur sanksi secara langsung,
namun hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (3) yaitu: “Setiap peja-
bat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di
bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, dilarang membo-
corkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan informasi
keuangan dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan
kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.
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Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang mela-
kukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksana-
an ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimak-
sud pada Pasal 30 ayat (3) tersebut dipidana sesuai dengan ke-
tentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaima-
na telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerin-
tah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Un-
dang-Undang.

Dari ketentuan PMK tersebut dapat diketahui bahwa untuk
sanksi petugas pajak yang membocorkan informasi keuangan
merujuk pada peraturan KUP yang apabila dibandingkan dengan
Sanksi Undang-Undang Perbankan untuk pihak bank ada ketim-
pangan. Hal ini ditakutkan menyebabkan ketidakadilan apabila
ada perbedaan berat sanksi antara KUP dan UU Perbankan pa-
dahal, kewenangan petugas pajak tidak kalah penting daripada
pihak perbankan yang dengan Undang-Undang no. 9 tahun 2019
ini dipaksa untuk melepaskan prinsip kerahasiaan perbankan.

Tentu kita tidak berharap dengan ringannya sanksi yang
akan diterima petugas pajak apabila membocorkan informasi
keuangan nasabah dijadikan celah bagi pihak-pihak yang tidak
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bertanggung jawab untuk berusaha mendapatkan informasi
keuangan tersebut. Jika melalui perbankan, sanksi yang diteri-
ma sangat berat sedangkan dari petugas pajak, sanksi tersebut
bisa dibilang jauh lebih ringan sehingga hal tersebut dijadikan
alternatif lain. Lalu apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam
upaya menjaga atau melindungi rahasia tersebut adalah dengan
membentuk dan mengeluarkan undang-undang baru untuk
mengganti KUP yang salah satu isinya adalah memperberat san-
ksi yang diterima petugas pajak apabila membocorkan rahasia
keuangan. Selain melindungi rahasia informasi keuangan, KUP

yang baru ini juga harus memberikan perlindungan bagi asas ra-
hasia bank sehingga pihak perbankan tetap dapat menjadi Lem-
baga keuangan yang berlandaskan asas kerahasiaan dan tetap
dapat dipercaya masyarakat sebagai tempat menyimpan dana-
nya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019 mengaki-
batkan jika ada kebocoran informasi keuangan yang disebabkan
oleh petugas pajak, pihak-pihak yang dirugikan dapat menggu-
gat petugas pajak yang terkait dengan berdasarkan KUP yang te-
lah ada, dan apabila ternyata pihak yang dirugikan merasa tidak
puas dengan sanksi yang ada di KUP, dapat dilakukan gugatan
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan ketentuan Pa-
sal 1365 BW, yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum,
yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti ke-
rugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan konsep hu-
kum yang dikenal dalam hukum perjanjian. Perbuatan melawan
hukum merupakan konsep hukum yang diterjemahkan dari
konsep onrechtmatige daad yang dikenal di Belanda. Adapun pa-
danan istilah onrechtmatige daad dalam bahasa inggris adalah
tort. Tort memiliki arti salah (wrong). Tujuan bentuknya rumus-
an hukum perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk
memulihkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.
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Menurut Munir Fuady,'® ada beberapa definisi lain yang per-
nah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah se-
bagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain
dari kewajiban kontaktual yang menerbitkan hak untuk me-
minta ganti rugi;

2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengaki-
batkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa didahului
adanya hubungan hukum;

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hu-
kum;

4. Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian
dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi;

5. Suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan konsep perbuatan melawan
hukum adalah suatu perbuatan yang secara melawan hukum
oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan ke-
rugian bagi orang lain. Bila ditinjau secara ontologis, ketentuan
Pasal 1365 B.W. tersebut merupakan norma umum dan terbuka
dimana unsur-unsurnya tidak memberikan pembatasan menge-
nai para pihak yang berperkara dan obyek yang diperkarakan.
Ketentuan Pasal 1365 BW tersebut dapat digunakan oleh seti-
ap orang atau badan hukum, baik publik maupun privat, untuk
memulihkan kerugian yang dideritanya akibat dari perbuatan
orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 B.W. unsur-unsur dari
perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;

2. Perbuatan yang melawan hukum;

19 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1999, Hal. 4.
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3. Adanya kesalahan dari pelaku;
4. Adanya kerugian yang diderita korban, dan
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu juris praecepta sunt
luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribu-
ere (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak meru-
gikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya). 13 Dari
pribahasa tersebut dapat diidentifikasi bahwa barangsiapa
yang berbuat harus juga bertanggung jawab.

Ketentuan pasal 1365 BW telah mengakomodir 2 (dua)
model pertanggungjawaban yaitu:
1. Tanggung jawab langsung;
Apa yang dimintakan kepada pelaku adalah hal yang me-
nimbulkan kerugian bagi korban.
2. Tanggung jawab tidak langsung;

Untuk tanggung jawab tidak langsung terkait dengan tang-
gung jawab terhadap perbuatan orang lain yang menjadi
tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah peng-
awasannya.
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Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dengan berlakunya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpa-
jakan membawa dampak bagi kegiatan perpajakan di Indone-
sia terlebih terkait dengan lembaga jasa keuangan. Disamping
itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Dirjen
Pajak mempunyai kewenangan dalam hal mengelola data nasa-
bah yang diserahkan atau disetorkan Lembaga jasa keuangan,
khususnya Lembaga perbankan, artinya kewenangan Dirjen
pajak juga berhubungan dengan data nasabah yang disetorkan
oleh pihak perbankan, dimana kewenangan tersebut sesuai de-
ngan pengaturan dalam Undang-Undang Perbankan.

Sanksi yang diberikan undang-undang bagi pihak perbankan
dan petugas pajak yang membocorkan data nasabah kepa-
da pihak ketiga atau yang tidak berkepentingan, maka sanksi
yang diterima petugas pajak sangatlah ringan dibanding pi-
hak perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017
tidak diatur mengenai sanksi apabila petugas pajak membo-
corkan rahasia informasi keuangan, dalam peraturan pelak-
sanaannya yaitu PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor
70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses
Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan juga tidak
mengatur sanksi secara langsung, tetapi diatur dalam Pasal 30
ayat (3) yaitu setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak
yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/
atau memberitahukan informasi keuangan dan/atau infor-
masi dan/atau bukti atau keterangan kepada pihak yang tidak
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan. Setiap pejabat, baik petugas
pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpa-
jakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan pera-
turan perundang-undangan perpajakan yang tidak memenuhi
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kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Un-
dang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakh-
ir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pene-
tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
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